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   Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak 

pengertian dan istilah. Namun Hal yang menjadi fokus dari Pendidikan 

Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan 

pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga 

dunia (Global Society) 

   Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter  

(Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:  

a) membentuk kecakapan partisipatif warga  

negara yang bermutu dan bertanggung jawab  

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;  

b) menjadikan warga negara Indonesia yang  

cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun  

tetap memiliki komitmen menjaga persatuan  

dan integritas bangsa;  

c) mengembangkan  

kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu  

kebebasan, persamaan, toleransi dan  

tanggungjawab. 

     Selanjutnya di dalam pendidikan kewarganegaraan akan dipelajari tentang 

demokrasi, demokrasi secara terminology berarti pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat atau dalam istilah bahasa Inggris “ the 



government of the people, by the people and for the people”. Demokrasi juga 

dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau 

rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. 

  Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang 

mengandung pengertian tiga hal yaitu;  

1) pemerintahan dari rakyat (government of the people);  

2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people); 

3) pemerintahan untuk rakyat (government for the people). 

 Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang  

demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari 

rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu 

pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan 

dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan  

umum. 

   Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam (6) norma 

atau Unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan Masyarakat yang demokratis 

yaitu sebagai Berikut;  

1) kesadaran akan pluralisme;  

2) musyarawah;  

3) cara cara – cara yang sesuai Tujuan;  

4) norma kejujuran dalam Pemufakatan;  

5) kebebasan nurani, persamaan Hak dan kewajiban;  

6) percobaan dan kesalahan 

    Selanjutnya yang akan dipelajari adalah Hak Asasi Manusia Pengertian HAM 

tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut 

UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, 

pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan  



harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia). 

  Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;  

1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.  

Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta 

kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi 

kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. Kemerdekaan memiliki arti bahwa 

manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu 

manusia harus dibiarkan meredeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu 

atau dipasung dalam bentuk apapun. 


